REPUBLIK INDONESIA

No.1747, 2016 KEMENKO-KEMARITIMAN. SAKIP. Evaluasi.
Juklak.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman  Evaluasi atas Implementasi  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614 );

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 11);

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman  Evaluasi atas Implementasi  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN.

Pasal 1
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas
implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman.
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Pasal 2
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

(1) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman melaksanakan evaluasi atas implementasi
SAKIP pada wunit kerja Eselon 1 di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dapat dibantu oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) dan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan
peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja
pelayanan publik di lingkungan Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman.

Pasal 4
(1) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas
implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon 1 kepada pimpinan
unit kerja Eselon 1 yang dievaluasi dengan tembusan
kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
(2) Ikhtisar dari Laporan Hasil Evaluasi tersebut

disampaikan kepada Kementerian PAN RB.
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Pasal 5
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2016

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMANREPUBLIK INDONESIA,

ttd
LUHUT B.PANDJAITAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA  INSTANSI PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya
peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu
evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong
instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten
meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja
(hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan
dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman evaluasi atas

implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.
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